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KARIER PNS DALAM
KABIJAKAN POLITIK DAERAH OTONOMI
Oleh : R, Agung Kusuma Arcaropeboka, SH, MH'

Abstrak
Penyelenggarann pemeriniah daeral Pasca Amandemen yang di amenst 0D 45, di arshkan dapat
mempercepal terwijudnys kesejelieraan rakynt schingge diperhikan pemberian wewenang yvang
seluns-luasnya kepada dacrah di sertai pemberian hak dan kewaiban dengan memperhatikan prinsip

demokrasi pemerstonn, keadilan, dainm penvelenggaraan otopomt daerah

Kata Kunel: Prinsip demokrasi, pemeratasn, keadilan dan otonomi deerah

Abstract
Poxt local governance s in the mandate of the Consrirution Awesdment 45 are direciad to
accelerate the realizarion of the people's weélfare so reguired granting aurhority 1o the widest area
accompanied the granting af rights and duties with aue regard to the principle of demporatic
equality, fustice, in the fmplemeniation of reglonal ausamnonmy,

Keywords: Principies of demporaomy, egrity, fustice and autanamy

A, Pendahuluan

Dalam rengks mencapal tujuan termasuk
dalam Pembukaan ULTD 15945, yang berbunyi
melindungi scgenap hangsa Indonesia dan Ta-
oah Tumpahan darah Indomesia dan mema-
jukan kescjahteraan ummm, mencerdaskan ke-
hidupan bangsa dan ikutl sena dalam pemben-
mkan dunia agar berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan Keadilan Sosial. Untuk
melaksanakan mejuan nasional hanye dopat di-
capai melplui Pembangunan Masional dilnku-
kan dengan terarah dan realisiis dan dilaksana-
kzn secara bertahap, welid, cfisien, dan efelotif

Selain myjuan Pembangunan  Nasional
sdalah untuk mencapai masvarakat adil dan
makmur dan berkescumbangan merata antars
material dan spiritnal berdasarkan Pancasila
dalam Nepara Kesatoan Republik Indoocsia
zdalah merdeka, berdauiat dan bersatu, dalam
sunsana kehidopan peri Bangsa aman, daman,
tertib dan dinamis den di lingkongan dunio
wang independen, ramah, fentib, dan damai,

Eelancuran pemenntahan dan pelaksana-
zn pembangunan pasional sangal terganiung
pada Aparatur Megara dalam hal ini Pegawai
MNegeri baik di pusal manpun daersh. Untuk
mencapai di atas membutubken kehadiran seo-
reng hamba vang setia dan kepamban terhadap
Pancasila dan UUD 1945, Megara dan Peme-

rintah, memiliki mental vang baik. prestse,
kuat, efisien, efektif, bersih, berkualitas tinggi,
dan sodar akan tanggung jawab tanggung ja-
wab sebagai unsur Apamtur Megara, Abdi Ne-
garu, dan Pegawai Negeri untuk Pegawai Me-
geri menyadart perlunva dibangun atas dasas
sistem karir dan presiasi kerja,

Dalam ranghka penyelenggaraan pemerin-
tahan deerah sesuni denpen amanar Undang-
Undang Dasar Republik Dndonesin  Tahun
1945, pemenntoh deerah dapat mengator dan
mengelola sdminisirasi sesuai dengan asas
otonednl dan bantuan, diarahkan untok mem-
percepat terwjudnya kesejahieraen masyam-
kat melalui perbatkan, lavanan, pemberdayaan,
dan partisipssi masyarakiil, sertn meninglat-
kan daya saing dacreh deagan memperhatikan
prinsip demokrasi, kesetarnan, keadilan, keisti-
mewnan, dan kekbususan suatn daeralh dalam
sisiem Megara Republik Indonesia,

Prnsip cfisiensi dan efektivitas pemerin-
tah doerah perdu ditingkatkan dengan Iehib
memperhatikan aspek hubungan antars kom-
posigi pemenntah daerah dan aniara pemerin-
iah, potensi dan kemmpgamon dacrab, poluang
don persaingan global dengan menvediakon
seluns  mungkin  wewenang kepada  daerah
dengan pemberian hak dan kewajiban vang di-
miliki otonomi dacrah dalam pemerintahan ne-
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gar.

B. Pembahasan

Sebelum kits mentelaah tentang pember-
hentian sementara, aparatur Negara dalam hal
ini Sckretaris Daerah selaku jabatun tertinggi
fearier di dacrah, ada baiknya kita lihat teriebih
dulu sekilas tentang sistiem pemerintahan dag-
rih menurut Undang-undang Pemerintah Dae-
rah Momor 32 tahun 2004, apa yang merjadi
wewenang pemerintah pusat maupun daerah
serta batasan-batasan vrusan yang di
ke daerah.

Undang-undang pemerintahan  daerah
yang disingkat dengan (UU-PEMDA), pada
prinsipnya telah melakukan perubahan yang
mendasar pada penyelenggaraan pemerintahan
daerah, di mans dalam UU pemnda tersebut le-
bih mengutamakan pelaksanaan azas desenira-
lisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi se-
suai peraturan perundang-undangan.”

Selain itu masih banyak azas-wzas yang
digunakan oleh pemerintah berpedoman pada
azas umum penyelenggara pemerintah dianta-
ranya: azas Kepastian Hukum, Profesionalitas,
Akuntabilitas, Efisiensi dan azas Efcktivitas.
Termasuk pula azas Otonomi serta Tugas
Pembantuan, Mamun dalam hal ini penulis le-
hih menitikberatkan pada azas descntralisasi
dan dekonscntrasi bagi penyelenggara peme-
rintah dalam mengangkat tulisan ini. Untuk le-
bih jelasnya kita lihat beberapa difinisi dar pa-
ra ahli tata Negara tentang azas-azas yang ber-
kenaan dengan pemerintahan daerah tersebut,
dengan nzas dekonsentrasi dan azas descnrali-
sasi tersebut menurut ©

“Nekomyentrasi adalal perugasan kepa-
da pefabat atou dinas-dinas yang memi-
punyai hubungan hirarki dalam sudtu
badan pemerinahan  untiuk  meRgUruS
fugas-tugas fertentu yang disertal hak
untuk mengaiur dan membuai keputusan
dulam masalah-masalah ferfenty, per-
ranggungjowaban terakhir tetap pada
pemeriniahan yang bersangkutan.

Menurut Danuredjo, dekonsentrasi ber-
arti pelimpahan wewenang davi organ-organ
tinggian Negara kepada organ-organ bawg-
han setempal don administrasi.®

Sedangkan menurut E. Utrecht, memye-
butkan dekonsentrasi sebagal penverahan ke-
kneasaan membial peraturan kepada afat-alat
adminisirasi Negara pusal yvang lebih diba-
weeh, (olari pada ps'me.rirr.r-;ihdrr;l.*

Philipus M. Hadjon, mengemukakan:”
Desenralisasi mengandung makna bah-
wa Wewenang uriuk mengatur dar me-
nguriey urisan pemerintahan tidak sema-
ta-mrata dilakukan aleh Pemevintak Pu-
sar. Melainkan dilakukan juga cleh satu-
an-safian pemerintah yang lebih ren-
dah, baik daiam bentuk satuan teritoril
maupun fungsional  Satuan-gofuan pe-
meriniah yang lebih vendah diserahi dan
dihiarian mengarur OGN MENEUrLs sen-
dirl sebagian wrusan pemerintahan.

Sesuai dengan azas desentralisasi menu-
rut pasal 1 angka 5 UU Pemda tshun 2004,
menyebutkan:

ok, wewenmng dean kewafiban doerah

oRanonT anluk mengaiur o R gy

sengliri urisan pemerinfahian dan kepen-

fingan mexyarakat selempat sesuol de-

ngan peraturan perundang-undangan. "

Di mana tujuan desentralisali tersebut
agar penyelenggara pemeriniahan di daerah
lebih discsunikon dengan keadaan daerah ma-
sing-masing, dengan menunjukkan pola hubu-
ngan kewenangan antira organisasi, dan bukan
pola hubungan kewenangan intra-organisasi.

Desentralisasi yaitu, Suatu pernerintahan
yeng mampy mengkombinasikan unsur-unsur
yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi
masyarakat dsersh. Oleh karena itu urusan
pemerintzh yang menjadi wewenang pemerin-
tah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada
organ Negarn yang ada di daerah. (Pemerinta-
han Daerah) untuk diurus sebagai rumah tang-

! Philipus 0, Hadjon, Pengantsr Hukum Adminisirasi Indotesia (Introduction To The Indonesian Administrative
Law), Yogyakari: ajsh Mada University Pres, 1993, him. 112, Drlarn Buky kostraksi kukum tsin Negarn [ndomesia
?uhamuums. Titlle Triwubsn cet 1, him, 146, Prenada Medin Group: Jakarm, aola,

§.L5. Danurejo dalam Jonbarto, Perkembangen Pemerintahan Likal, Jaknrss: Meltan Puss, blme 35, Tidk

Triwlan. Ce. 1. Op.cit, hirs. 245

' B Ulrecth dalam The Lisng Cie, Pertumbuban Pemerintsh Daerah i Negara Republik Indonosin, Yogyakarts!

. 1993, him, 120, Tittk Triwulan, Cet. Chpcit, hal. 230
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ganya. Proses penyvernhan sebagion urusan pe-
merintah kepada daerah untuk menjadi urusan
rumah rangganya inilah disebut desentralisasi,

Dengan  terbentuknya desersh  olonomi
dan terjadinye penyerahan wewening dar pe-
merintah pesat kepada daerah otonomi dengan
menggunakan azas desentralisasi, tidak berarti
daerah otonom sudah terlepas dari pengavasan
pemerintah pusat. Pemerintah pusst tetap me-
miliki akses untuk melakuken pengawasan da-
lam pelzksanean pemerintahan daerah. Penga-
wasan merupakan “pewrgikor” kesatuan, agar
bandul kebebasan berotonomi tidak berperak
begitu jauh schingga mengurangi bakkan me-
ngancam kesatuan,

Menurut pendapat dari para ahli hokum
tata Megara mendefinisikan desentralisasi ter-
sebut menjadi beberapa definisi vaim | Joeni-
arto, mengemukakan, dalam Negara kasatuwar
nrusan Negara menjodi wewengng pemerinia-
hen (prsat-maa), Kalau Negara tersebur meng-
gungkan aras desentralisasi df mang & dae-
rah-claerah dilvemink pemeriifatian local vang
berhak mengatir dan mengurus rumah fongga
sendirl, kepadamea dapar diserahian wusan-
urusan feryebur untuk of urus sebagal rumoh
rangganya sendiri.”

Sedangkan menurutWalhoof:’

Nepara kesatuan dalam desentralisasi,

P dasarmva seluruh kekuasaan dimi-

liki oleh pemerintah pusar, sehingpa pe-

ratiran-peratiran seatvallah (Undong-
undang, peraiiran pemeriniah dan seha-

Eainva) Vare menentidan berink dan su-

sunan  pemerintah. doerah-daevah oto-

nom... dalarr hal ini pemeriniah pusat
fetap memgendalibon kekuavaan dan pes
ngawaran ferhadap doevall olonomi fer-

b,

Berkaitan dengan nijuan desentralisasi,
Bagir Manan,” mengemulkakan :

Di tinjau doar suduot penyecionggaraan
pemerintahan, desentralisasi antara lain bertu-
Juen “meringankan™ beban pekerjaan pusat,
Dengan desentralisasi berbapai tugas dan pe-
kerjaan dialihkan kepada daerah pusat. Dengan

Higar Agurag Kavaina 48

demikien dapar jebih memusatkan perhatian
pada hal-hal vang bersangkutan dengan kepen-
tingan nasional atay Negara secara keschuru-
han. Pusat tidak perln mempunyal aparat sen-
diri di dacrah kecusli dalam bamas-batis yang
diperlukan Namun demikian, tidaklah berarti
delam lingkungan desentralisasi tidak ada
fungsi dekomsentrasi,

Sedsngkun menurut Bagir Manan,” de-
konsentrasi it sendini hanyva bersangkutan de-
ngan penyelenggarsan administrasi Negara.
Karena it bersifit kepegawnian (ambrefiik),
kehadiren dekonsentrasi semals-mata untuk
“mefoncarian” penyelenggamen pemenintah
sentral di daersh

Menurut Philipus M.Hadjon otonom da-
lam konieks hubungan hirerkd dikobtdeon de-
ngan pembaman kekunsaan secarn vertical, di-
artikan sehagai

“pemverghan EEpoda aton  mewmbilarkan

setlap pemerintah vang lebih rendal me-

Mgt dan MERZUrES HrRSan pemerinta-

ham fertentu secorg penuh batk menge-

nal azas-gzes matpun card menjalan-
kanma, ™"

Hal i di meksudkan pembedaan antara
azas otonomi dan tugos pembaniumn (medehe-
wimd), dalam menjalankan pemeriniahan doe-
rah, sehingga kalau kita melihat dar definisi-
definisi para ahli hukum tersebut jelaslah bah-
wia dengan pengertion otonomi seluas-luasnya
tidak diatur secara tegas dalam UL Pemda,
Karena ada beberopn urusan yang tidak dapat
discrehkan pemerniahk daerah, mi terusng
dalam pasal 10 ayat 3 UU Pemda. Wewenang
pemernntah yang discrahkan kepada pemernin-
tah dagrah untuk menjadi wewenang ofonomi,
dapat diternuken dalam UL Pemds Bab 111
mengenai  pembagian  urisan  Pemerintaban,
pasal 13 dan Pasal 14.

Wewenung inipun dalam pasal 13 me-
ngatur wewenang Provinsi vang bersifat wajib
yang ditentuken secara liminauf melipati 16
jenis urusan dan wewenang urusan yang ber-
sifar pilihan. Scdangkan pasal 14 mengamur
wewenang dioerah KabupatemMotn sebanyak

: Joemiarto, Perkembangan.., Spocir,, hm, 13, Titik Triwalan, O cdr, hlm 252
Thidd, Yorgemes Derek Hegemur, *Pembagian Dana Cionomm Khusus Propinsi Papaa, Gpoeir, hile, 243

" Hagir Manan, Perjalanan . him, 61, Gp.eit. llm. 250
* Bagir Manan, Pegjalanan. .., him, 61, Gp.cir. him, 246

* Rbid. Philipus M. Hadjon, et.al... Pengeninr Hukum Adminisorasi lndonesin. ..., Gpci hlm 254
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16 jenis urusan vang bersifut wajib, ditambah
urusan pemerintah yang bersifat pilthan, Tu-
gas-tugas ini merupakan kewajiban dan tugas
kepala dacrah sehinpga dalam  melakukan
wewenang tersebut, berorientasi pada prinsip
otonomi Nyata dan Bertanggung Jawab, peit-
berian otonomi kepada daerah hendaknya ber-
dasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan,
kebijaksanaan yang benar-benar dspal menja-
min bakwa daerah yang bersengkutan nyuta-
nyutﬂ mampu mengunes rumal tangganya sen-
diri.

Prinsip otonomi yang beranggung jawab
berarti bahwa pemberian otonomi dacrah itu
henar-benar sesuai dengan TEuanmye, yaitu :

1. Lancar dan teraturnyn pembangungan
dissluruh wilayah Negars,

2. Scoual atou tidaknva pembangunan de-
ngan pengarahun yang telah diberikan;

1, Sesusi dengan pembinaan politik den
kesatuan bangsa;

4. Terjaminnye keserasian hubungan asn-
tara Pemerintah Pusat. Pemeriniah
Dragrah. dan

5. Terjaminnya pembangunan dan per-
kembangan dacrah

Guna melaksanakan wewenang urusan
sesual dengan UL Pemda tersebut, tentunya
perlu didukung dengan Aparatur Negara yang
memenuhi kemampuan di semua lini lingku-
ngan Pegawsi Negeri Sipil, terutama jabatan
Sekretaris Doperah, yang merupakan jabatan
strategis dan pimpinan tertinggi karier dari pe-
gawai negeni dacrahnya, baik Provinsi maupun
Kabupaten/Kota, dalem mengkoordinasi pe-
laksanaan tugas yang diberikan olch kepala
daerah tersebul, sesuai otonomd yvang diberikan
dari Pusat ke Dacrah.

Disini penulis membatesi linghup penu-
lisan tentang pemberhentian sekretaris dacrah
di linglungan KabupatenKota seperti dikemu-
kakan pada halaman sebelumnya, Pemerin-
tahan Daerah dalam hal ini, KabupatenKota,
wajib mengatur dan mengatur sendin Urusan
pemerintahan dacrah berdasarkan azas otono-
mi dan fugas pembaniuan,

Namuon dalam pelaksanaannya masih ba-
nyak di daersh-dacrah tegadi pertentangan
terutama persoalan tentang pemberhentian sek-
reteris daerah pada tingkat kota'kabupaten

haik yang bersifut sementors maupun tetap,
sedangkan uniuk mengangkat hampic tidak
terjadi banyak kondala,

Makes timbul pertunyaan, disebabkan da-
lam peraturan pemerintab tersebut, tidak ter-
fuang temang sampal kapan batas wakm pem-
herhentinn somentara tersebut?, apakah dopat
direstui Gubernus bils wiulon Sekretaris Dae-
rah Kabuparenskota diusulkan oleh Pemerintah
Kabupaien/ & ota.

Kalau kita telsh mengenal aluran vang
i dari UL Permds, rentang perengkat dae-
rah di dalam pasal 121 ayat 2, 3 dan 4, menye-
butkan:

“sekrotans dacrah mempunyal tugas dan

kewejiban membanm kepala dasrah me-

nyvusun kehijzkon dan mengkoondinasi-
kan dinas. dperah dan lerbaga tebmis
daerah”

“dalam pelaksanamn tipas dan kewsjiban

sebggaimans vang dimeksud pada ayat

{2}, sekretans daerah bertanggung jawab

kepada dacrah™

“gpabila sckretaris dacrah berhalangan

melaksanakan tugminya, tugss sekretaris

daerah dilaksanakan oleh pejabat yang
ditunjukan alch kepala daerah™

Sedangkan psasal 122 eyat 3, yang me-
nychutkan Sekretatis Dacrah pada tingkat ko-
ta'kabupaien diangket dan diberhentikan oleh
gubernur atas nsal bopatidwalikots sesuai de-
ngan petaturan perundang-undangan, Berkena-
an i pasel ini pesulis melihat peran gubernur
sangatlabh dominan dalam kepemimpinannya
ving peda akhimva menuju pada memperkuat
posisi peran politiknya saja, dikarenakan salah
gsatn faktomys tidek ada kata “wajib diterima™
yang bilsmana usulan pemberhentian sekreta-
ris dacrah balk Dersifal permanen maupun se-
mentara tersebut diajukan oleh kepala daerah
knbupatenkota, kal ini akan menimbulkan
citrn vang buruk di e daerah olonomi sasl
ini, dengan kata lain akan banyak terjadi per-
muasulahan atau pergesckan kepentingan di
beherapa tempat kabupatenkota.

Selain i dapat dilihat peran pubernur
sangatlah tidak berkenan, bilamana intervensi
terlalu jauh kedaerah kabupaten'kota dengan
melakukan pengangkatan  sekretars  daerah

o g T, Kansil das Christing 5.7, Kansil, Pemerintmhan deernb di Indonesks, Hukuom Adminissrosi Deersh, hal 8-9,

eel | Sinas Grafiks, Takesia2002
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vang bernsal dari luar kebupaten tanps usulian
dari kabupaten/kota. D4 schabkan bupati atau
walikota bertindak selaku Pembina kepegwwai-
an didaerabnyn sesual peraturan perundang-
undangan pegewal nmegert sipil, sertan azas
Otonomi Dacrah. dengan kata lain BupatiWa-
lkotalah vang lebibh tahu akan kondisi suatu
daerahnys.,

Sesuai dengan pzas Olonoml Daernh don
Togas Pembantuan pula, bilamana Kepala
Daerah kabupaten/walikoin, melakukan mutasi
atau rolling pejebat eleson I, dilinghungannya
dalam rangkn efesiensi maupun penyegaran
kerja selaku Pembinn Kepegawnion didacrah-
ova adalal wajar,

Polemik tersebut bisn jadi akan bertamb-
gh, bilamana domiran kepeatingan politik dan
faktor-faktor [minoyn dari gubemar  dalam
mempertahankan kekuasaannya, ek bers
nergi dengan kepala daerah KabupatenKots
lzinmyn. Imbasnya peraturin-peraniran vang
menyangkut entang penilaian pegawal negen
sipil sebagai pegomgan para PNS dulam hal ini
Sekretaris Daerah, dolom meneliti karernya
banyak yang di kesampingkan. Alias perlunya
peridekntan secara politik dan personal pula
Dan bukan dalam penilaian berdasarkan pres-
tasi kegja.

Sedangkan dilihar dari sisi lain, bilamana
dalam pelaksanzan tugas Otonomi dacrah, Bu-
pati"Walikota melakukan kebijakan tidak dapa
diterima oleh masyarakat, resiko yvang diterima
oleh kepala deerah tersebut, dihengikan dar jo-
batannya. Selain amanat perundang-undangan
di otes, bagi kepaln doeerah kobupaten'koto
akan kesulitanm memenuhi jalannva pemerin-
tahan di wilaynhoya tersebut, bilomann tugas
pembantuan yang diemban oleh sekretanis dac-
reh, dulum melakoksn tuges pembantuan di
kabupaten atau kota sudah odok sesuai lagi
stau berscherangan dengan kebijakan kepals
dacrah,'*

Fakipr-faktor kepentingan politk scperti
penulis kemukakan diatas, juga dapat kemuka-
kan puna menils pava kepemumpinen suat
kepala daerah yang ada didasrah, hal ini dapat
diperjelas dengan efektivitas kepemimpinan
dart sudut pandang besarmnya kekuasaan dan
tipe kekuasaan yang dimiliki pemimpin serta

PRafo Agveagy Knvunre AR

cary penerapan kekussasn {power), menumd
French and Raven, vang dibulisnya dalam arti-
kel vang berjudul “leadership and Inierperso-
agl-Power)”, dimml dalam buku sindies in
sociald pewer yang d edit oleh Dorwin Car-
wirght (1959), konsep tipelog kekuasaan yaitu
¢ Kekunsean Paksasn (cosrcive power), Kelu-
asaan Resmi (fegiiimare power), bekuasaan ke-
teladunnn {peferent power, dan Kekuasaan Ke-
ahlian (expert pawer), .

Dengan metode atnu goye kepemimpi-
nan dan kekuasaan, schagai pedoman pegawal
negeri dalam menildl kepemimpinon atazan-
nyi, dapat puls dita merujuk pada sakah sam
azas unmik menvelesakan polimik terschat,
satal satunyn azes “Lec Spesioliy deroeate legt
gerterally”, Yang schorusoya ki dapat meli-
hat aturan-aturan yang @mum ke smean yang
lebih Khusus, dimana undang-undang Perme-
rmini  dasrsh  meropakan Undang-undang
lmum yang mengatur temiang Pemerintabian
Dacrah, sedingkan wang berkenann dengan
bnglungan bogi Pepawal Neger kita: dapat
mengacy pida stmn yang lebih khusos veng
pda dilingkungan Pegawai Megeni Sipil. Yait
fentang tata cara pengangkatan dan pember-
hentian sekretaris daesrah kots maupun kabu-
paten.

Memang dalam Undang-undang Momor
43 Tehun [99%, sccora implicit tdak menve-
butkan leastangy tmma cars pengangkatan dan
pemberbentian Sekretans Daermbi, namun ten-
iang pelaksanaen pengangkatan dan pember-
hewtian sckretaris daerah tersebut, dapat dilibat
dalam Peraturun Pemenntah Nomor 9 Talmn
2003 Pasal 21, BAB TV tentang Penganghatan,
Pemindahen, dan Pemberhentian dalam dan
dar jabatan sebagaimana dirvbah dalam Pera-
turan Pemeritah Nomor 63 Tahun 2009:

D dalam PP Mo, 63 Tahun 2008 Pasal 1
huruf 3 menyebutkan -

“Pejubat Pembina Kepegawaian daerah Kabu-
patenvkofa adalab bupatywenlikota™
Dan dalam PP No.% Tahun 2003, pusal 21
huruf « Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Kabupaten/Kota menetapkan :
- Pemberhentian  sememiara  sekretaris
daerah kabupatenkota
Sedangkan untuk pemberhentian scmen-

“yakl, 1989, dalam buky Kepemimpingn Kepala Dazmab, bal. 106, Cet. 2, Sinar Gerafika, 2010
“ French ond Raven, an, Lendership ond Tnierpersomal-Power, editing oleh Durwin Cartarigh, {195%), Opoer, bal
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tara itu sendiri dari jabatan negen, masih ber-
ada di dalam Persturen Pemerintah Nomor 9
Tabun 2003 dalam Bab V1 pasal |8 sampai
dengan 27,

Disinilah diperlukan harmoensasi pera-
ran yang ada sehingga hal-hal yang dapat men-
jadikan suatu kebimbangan atau kegalanan ba-
gi abdi Negara pegawai negen sipil terutama
yang aksn mendeduki jabatan esclon Il atau
sekretaris daerah, dapat di minimalisickan aleh

daerah baik gubernur maupun para Bu-
pati/Walikota, ditengah-tengsn banyaknya pe-
aturan vang sda.

Sekretaris Daerah scharusnys dapat me-
mimpin satuan kerja dibawanys dalum rangka
memberikan pengabdian dan pelayanan I:mg;u
masyarakal sesuai kompelensi dan prestast
kerja, susah diharapkan untuk dapt berkarya
sesuai dengan perundang-undangan yang ada,
mengingat peraturan ity sendiri yang syaral de-
ngan kepentingan politik dan kekuasaan kopa-
la daerah.

C. Kesimpulan
1. Tujuan pemberian otonomi  kepada
daerah berorientasi kepada pembangu-
nan, vaitu pembangunan dalam arti
luas, vang meliputi semua segi kehidu-
pan, Dengan demikinn, otonomi dzerah
ichih condong merupakan kewajiban
dari pada hak. Hal ini berarti bahwa da-
erah kewajiban melancarkan jalannya
pembangunan dengan m;gﬂaung-
guh dan peruh rasa langgung jawabh se-
bapgai sarana untuk mencapai cita-cita
hangsa, vaitn masyarakat yang adil dan
makmur, buik materil maupun spiritual.
2. Dwenpan berlakunyn otonomi  daerab
yang member kesempatan pada daerah
untuk menjalankan wmsan nomah fanp-
ga deerah masing-masing, Maka pera-
nan sckretaris daerah dalam rangka
membanty kepala dacrab haruslab do-

Drafiar Pusiaka

A. Buko

pat memberitkan suiin penyesuaian ki-
nerja yang memenuhi herapan dalam
membina. sifuan kena dibawanya. Hal
ini guna mendapat keporcaysan dan
kepala dacrsh tersebut seloko Pembing
aparaier Negara i wilavah tersebul

. Pegawm nepert sehag  berkedudukan

sebapni unsur aparatur Megara haruos
petrel dalom berupas umuk memben
pelayampn kepadn masyarakat secara
profesional, jujur, odil, dan merata da-
lam penyelenggaruan gas MNegara, pe-
menntah, dan pembangunan, Walao-
pun kebijakan dan kepala dacrah se-
ring untuk kepentingan politilcmya,
Dalam hal pemberbentian  sekrelaris
daerah sesusi dongan peroturan peme-
rintah nomor 9 Tabun 2003, Kéwena-
ngen kepala dacrgh kebupaten/kota da-
pat melakukan pemberhention semen-
tarp lanpa bores berkonsultasi denpan
guberour, Mamun dikarenakan dalam
hal pemberfiention sementara lersebut
tidak menennikan batas waktunya. Hal
ini axan menimbulken kekosongan atu-
ran hukom

. Hendaknwp pemerintsh segers membu-

af sofust berupa werevisi Undang-un-
dang Pemeriniah Daerah dan Peraturan
Pemenntah Nomor 9 Tahun 2003, de-
ngan Undang-undang Pesswal Neperd
Sipal yvang baru, vang mang didalamnya
TETCANIUM teTiEng tata corm penpusulan
dan penpgangkaian ataupun pemberhen-
tian sekrctans daerah sementara, yang
ch wsulkon oleh kabupatenvkota, dapat
menyebutkan kata, “waiih direrima gu-
hernur " schingga bagi dacrah-daseah
vang mengilami  polemik  terhadap
pemberlicntian scmentarn sekretaris da-
ernh, dapat segera di atasi dan membe-
rikan kepastion hukum bagi otonomi
dacrah.

1, Titik Triwulan, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesin Pusca Amandemen UUD 1945,

Prenadn Media Group 2000

2. Dz Sutrisne B, Pardoen “Pengantar [hmu Hukom™ Gramedio, Jakan
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Daerph dalam Pelakssnasn Otonomi Dacrah, Sinar Grafika, Jakarta2010

4, CS5T. Konsil dan Chnstne 5. TEansil, Pemermtahan Daerzsh I Indopesia, Hukum
Administrasi Daerah, hal 8-9, cetl. Sinar Grafika, Jakarta 2002

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 & Hasil Amandemen ke-1 2'd ke-d4

Undang-undang Mo 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Dacrah. Sinar Grafika, Jakarta

Undang-undang B.1 No43 Tahun 1999 tentanp Perubshan atas undang-undang Momor 8 Tahun
1974 tentang pokok-poko kepegawaian,

Peraturan Pemerintah B.l Mo, 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Penganghkatan, Pemindahan,
dan Pemberhention Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah R.1 No63 Tehun Z009 Tentang Perubahan Atas Persturan Pemerintah
Momor 9 Tehun 2003 Tentang Wewenag Pengangkatan, Pomindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil
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